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BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang pengaruh amandemen
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap perubahan
konfigurasi kekuasaan kehakiman, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai inti
pemikiran dari kajian ini. Beberapa kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai
berikut:

l.a. Kedudukan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945
menunjukan lemahnya basis konstitusional bagi kemerdekaan dan
kemandirian kekuasaan yudikatif, dan hal itu telah membuka ruang
intervensi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif
terhadap penyelenggaraan peradilan, antara lain: Pertama, sebelum
amandemen UUD 1945, konfigurasi kekuasaan kehakiman diatur
dengan sangat terbatas dan tidak jelas. Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman
serta mengatur persyaratan untuk menjadi dan diberhentikan sebagai
hakim. UUD 1945 tidak memberi pengertian tentang apa yang
dimaksud dengan kekuasaan kehakiman dan tidak menjabar tentang

prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.
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Kedua, selama rezim Orde Lama dengan sistem Demokrasi
Terpimpin dan rezim Orde Baru dengan sistem Demokrasi Pancasila,
kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman tidaklah merdeka,
karena Presiden (kekuasaan eksekutif) masih dimungkinkan oleh
undang-undang untuk melakukan intervensi dan campur tangan
terhadap kekuasaan kehakiman. Ketiga, baik di bawah rezim Orde
Lama maupun rezim Orde Baru, kekuasaan kehakiman menjadi
bagian dari kekuasaan eksekutif. Kedudukan dan fungsi kekuasaan
kehakiman bersifat dualisme yang dibagi menjadi dua bagian yaitu
bagian pembinaan teknis yuridis dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung sedangkan bagian pembinaan organisatoris, administratif dan
finansial  dilaksanakan oleh eksekutif (departemen) yang
bersangkutan.

. Pengaruh amandemen UUD 1945 (hasil Perubahan Ketiga) telah
merubah konfigurasi kekuasaan kehakiman dengan membangun
basis konstitusional yang kuat bagi perlindungan kemerdekaan
(independensi) kekuasaan kehakiman, yaitu: pertama, konfigurasi
kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945 didesain
sebagai kekuasaan yang merdeka, terkandung maksud bahwa
kekuasaan kehakiman itu “harus” terpisah dari dan “tidak” dapat
diintervensi oleh cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan
legislatif dan berbagai pengaruh lainnya dalam menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amandemen UUD
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1945 telah mempostulasikan kemerdekaan (independensi) kekuasaan
kehakiman sebagai “keharusan mutlak™ untuk menjamin tegaknya
negara hukum. Kedua, amandemen UUD 1945 dalam kaitannya
dengan perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman menetapkan
bahwa Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman tidak lagi
menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman, karena telah
dibentuk Mahkamah Konstitusi yang juga berfungsi sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman
dibangun sebagai satu sistem yang terbagi dalam 2 (dua) cabang
yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) dijalankan oleh
Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang secara
struktural bernaung di bawahnya, dan peradilan Kkonstitusi
(constitutional court) yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.
Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung
didesain untuk memperkuat basis konstitusional terhadap kedudukan
dan kewenangan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan
peradilan. Sementara, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud untuk menjaga
dan menegakkan konstitusi, mendorong penegakan hukum secara
adil sesuai dengan prinsip “kedaulatan rakyat” dan cita-cita negara
hukum demokrasi. Ketiga, pembentukan Komisi Yudisial didasari
fakta bahwa praktek mafia hukum masih terjadi hampir di semua

tingkat peradilan. KY dibentuk dalam rumpun kekuasaan
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kehakiman, tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman. KY
ditetapkan hanya sebagai lembaga penunjang (supporting institution)
yang khususnya dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal bagi
Mahkamah Agung dan sama sekali tidak berhubungan struktural
ataupun fungsional dengan MK. Dalam hal ini, Komisi Yudisial
bukanlah lembaga penegak norma hukum (code of Ilaw),
kewenangannya “tidak dapat” dipakai untuk campur tangan dalam
urusan teknis peradilan pada badan-badan peradilan, KY hanya
sebagai lembaga penegak norma etik (code of ethics) yang berfungsi
menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku
hakim sebagai pejabat penegak hukum.

2. Kendala-kendala yang muncul setelah amandemen UUD 1945 dalam
kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah
masih adanya kerancuan batas-batas kekuasaan antara kekuasaan
yudikatif dengan kekuasaan lembaga negara lainnya, antara lain:

a. Hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden: Sistem

pemerintahan setelah amandemen UUD 1945 adalah sistem
presidensial. Dalam sistem presidensial, kuasa Presiden begitu kuat
dan prerogatif, yaitu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan,
kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan ekslusif
dalam penegakan hukum yaitu pemberian grasi, amnesti, abolisi,
dan rehabilitasi. Kuasa Presiden dalam hal pemberian grasi dan

rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan hukum dari MA.
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Sedangkan kuasa Presiden dalam hal pemberian amnesti dan
abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Penggunaan
kuasa Presiden dalam hal pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan
rehabilitasi bukanlah suatu proses yustisial sebab penggunaan
kekuasaannya itu tidak didasarkan pada pertimbangan hukum,
tetapi lebih pada pertimbangan politik atau pertimbangan
kemanusiaan, dan karena itu telah mengabaikan independensi dan
wibawa MA dalam penegakan hukum dan keadilan, terutama yang
berkaitan dengan perkara-perkara yang sudah diputuskan oleh MA.

. Hubungan Mahkamah Agung dengan DPR: Pola hubungan

kekuasaan antara MA dan DPR tidak dibangun dalam kerangka
kontrol dan keseimbangan, karena kuasa DPR lebih superior dan
dominan. Hubungan kuasa antara DPR dengan MA adalah dalam
hal rekruitmen calon-calon anggota Hakim Agung. Dalam
menjalankan fungsinya ini, DPR melakukan seleksi kelayakan dan
kepatutan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY.
Kemudian DPR menggunakan hak konfirmasi yaitu hak untuk
menolak atau menyetujui calon-calon hakim agung yang telah
diseleksi oleh KY. Superioritas kuasa DPR merupakan konsekuensi
dari amandemen UUD 1945 dengan menggeser bandul kuasa dari
model syarat eksekutif (executive heavy), ke model syarat legislatif
(legislative heavy) dengan memposisikan kuasa DPR yang

strategis, dominatif dan kuat. Berdasarkan superioritas kuasanya
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itu, hampir setiap perekrutan pejabat negara, dan pejabat publik,
demikian juga dengan perekrutan calon-calon hakim agung harus
berdasarkan kualifikasi kelayakannya melalui proses politik oleh
DPR.

. Hubungan MK dengan DPR. Presiden dan MA: Perekrutan calon-

calon hakim konstitusi diusul dan ditentukan oleh Presiden, DPR
dan MA. Pelibatan ketiga lembaga negara ini dalam pengisian
jabatan hakim konstitusi dimaksud untuk mencegah terjadinya
dominasi satu lembaga negara dalam mengisi jabatan hakim MK,
sekaligus menjamin adanya kontrol dan keseimbangan antara
cabang kekuasaan negara, juga menjaga independensi dan
imparsialitas MK dalam membangun hubungan dengan lembaga
negara lainnya. Namun, perekrutan calon hakim konstitusi yang
diisi oleh DPR dan Presiden sebagian besar dari kalangan berlatar
belakang politisi dan atau dari partai politik, hal ini justru
mengganggu independensi dan imparsialitas MK sebagai kekuatan
penyeimbang atas kekuasaan DPR sebagai pembuat undang-
undang. Dalam hal ini, prinsip check and balances menjadi tidak
efektif jika yang memeriksa dan memutuskan perkara pengujian
undang-undang, menangani perkara sengketa pemilihan umum dan
pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh hakim-
hakim MK yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR atau

yang berasal dari partai politik.
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3. Upaya mengatasi kendala-kendala dan kerancuan batas-batas
hubungan kekuasaan antara kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan
lembaga negara lain, kemudian muncul berbagai pemikiran agar
dilakukan pembenahan kembali pola hubungan kekuasaan antara
lembaga negara. Pertama, karena desain konstitusional kuasa Presiden
sedemikian besar terhadap kekuasaan kehakiman, oleh karena itu
perlu dilakukan amandemen ulang UUD 1945 dan perbaikan
peraturan perundang-undangan menyangkut kuasa Presiden dalam hal
pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Karena hubungan
kuasa antara Presiden dengan MA dalam hal pemberian grasi,
rehabilitasi, amnesti dan abolisi telah mengabaikan proses yustisial,
dan itu dapat merusak independensi dan wibawa Mahkamah Agung
dalam penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum. Kedua,
membenahi kembali dominasi kuasa DPR dalam perekrutan calon
hakim agung, karena dalam kenyataannya, kuasa DPR ini menjadi
kalkulasi kepentingan politik DPR dengan para calon hakim agung,
dan hal ini secara langsung mengganggu independensi dan
imparsialitas para calon hakim agung ketika terpilih sebagai hakim
agung. Dalam hal ini, kuasa untuk melakukan seleksi terhadap calon
hakim agung dilakukan oleh KY. Sementara DPR dibatasi
wewenangnya yaitu hanya untuk memberikan persetujuan atau
penolakan atas hasil seleksi yang dilakukan KY. Ketiga, melakukan

petataan ulang mekanisme rekruitmen hakim konstitusi oleh ketiga
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lembaga pengusulnya yaitu Presiden, DPR dan MA yang sama sekali
belum mempunyai standar dan kriteria yang jelas. Selama ini,
perekrutan hakim-hakim konstitusi yang diisi oleh DPR dan Presiden
sebagian besar dari kalangan berlatar belakang politisi dan atau dari
partai politik, hal ini dapat membelenggu independensi hakim-hakim
konstitusi ketika menjalankan wewenangnya dalam hal pengujian
undang-undang (judicial review) dan menangani perkara sengketa
pemlihan umum (Pemilu) atau pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada) karena dilakukan orang yang sama atau terkait dengan
partai politik tempat asal-usulnya hakim-hakim konstitusi. Keempat,
upaya penataan ulang kekuasaan kehakiman lebih difokuskan
beberapa hal pokok yaitu memperkuat kontrol internal MK dengan
melibatkan pihak eksternal, menempatkan hakim-hakim konstitusi
sebagai pengawasan etik oleh KY, dan merubah mekanisme
perekrutan hakim-hakim konstitusi dari kalangan politisi atau yang
berasal dari partai politik. Kelima, ke depannya, hakim agung maupun
hakim konstitusi sebaiknya diusul dan diseleksi oleh KY, ini erat
kaitannya dengan mengembalikan fungsi pengawasan eksternal yang
sebelumnya dipegang oleh KY walaupun kewenangan itu telah
dipangkas oleh MK. Karena pada kenyataannya fungsi pengawasan
internal yang melekat pada MA dan MK tidak berjalan efektif,
munculnya mafia hukum dan korupsi yang dilakukan oleh hakim

agung dan hakim konstitusi. Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah
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Badan Kehormatan Kehakiman sebagai badan khusus, otonom dan
permanen yang keanggotaannya terdiri dari para ahli dan akademisi.
Badan Kehormatan Kehakiman ini bertugas menangani pelanggaran
hukum dan etik oleh hakim agung dan hakim konstitusi yang
sebelumnya kewenangan ini melekat pada MA maupun MK. Ini
berarti MA dan MK tidak perlu lagi membentuk Majelis Kehormatan
yang bertugas mengawasi perilaku hakim, karena anggotanya diambil

dari lingkungan hakim itu sendiri.

B. SARAN

Melalui kajian ini ditemukan berbagai kekurangan dan penyimpangan
yang terjadi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan itu berdampak
langsung pada terbelenggunya independensi kekuasaan kehakiman yang
diselenggarakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Saran atau
masukan sebagai sumbangsih pemikiran dari kajian ini untuk memperbaiki
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu ke depannya adalah melakukan
reformasi ulang kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dimulai
dari perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dan komprehensif dengan
melakukan perubahan, harmonisasi, dan sinkronisasi atas Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah
Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Komisi Yudisial dan beberapa

peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
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